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LANDASAN TEORI TENTANG UPAYA DAMAI DALAM PERKARA

PERDATA CERAI GUGAT

A. Upaya Damai dalam Hukum Positif
1. Medias

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggnediation yang artinya
penyelesaian sengketa dengan menergsleinurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertalt@ak ketiga dalam
penyelesaian suatu perselisihan sebagai pends&mam UU No. 30
Tahun 1999 dan penjelasannya tidak ditemukan pgagemediasi,
namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sentideak mencapai
kesepakatan, maka sengketa bisa diselesaikan mgdslasehat ahli atau
mediator’

Kemudian secara tegas Peraturan Mahkamah Agun@ Nahun
2003 pasal 1 ayat (6) menjelaskan balimadiasi adalah penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan para pihak dendibantu oleh

mediator”.

! John M. Echols dan Hassan Shadigmus Inggris-Indonesjalakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, Cet. XIX., 1993, him. 377.

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenmb&@ajmsaKamus Besar
Bahasa Indonesjalakarta: Balai Pustaka, 2003, Cet. 3, him. 569.

% Bunyi pasal 6 ayat (3) UU N. 30 Tahun 1999 ad&tiiam hal sengketa atau beda
pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didip&t diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapatedaikan melalui bantuan seorang atau lebih
penasehat ahli maupun melalui mediasi”.
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Pengertian cukup luas disampaikan oleh Gary Gooelpasbagai
berikut?

“Mediasi adalah proses negosiasi sebagai pemecatasalah
dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial)n daetral
bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mennbaateka
memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaBkaneda
dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunygaienang
untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Nadalsn hal
ini para pihak menguasakan kepada mediator untuinbaetu
mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantaggaeka
Asumsinya para bahwa pihak ketiga akan mampu megub
kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengara
mempengaruhi  pengetahuan dan informasi, atau dengan
menggunakan proses negosiasi yang lebih efektih Bangan
demikian membantu para peserta untuk menyelesgi&esoalan-
persoalan yang dipersengketakan”.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkarwibamediasi
adalah penyelesaian sengketa secara damai dengaraigihak ketiga
yang disebut mediator, dan dalam menjalankan iashbersikap adil,
netral (tidak memihak) serta ia tidak berwenangikmemutuskan karena
hanya berperan sebagai mediator.

Dalam menyelesaikan sengketa, mediator harus médmenu
persyaratan sebagai berikut:

a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/ sensamdpai derajat

kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;

* Gary Goodpaster,Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosidakarta: Ellips Project, 1993, him. 73.

> Muhammad SaifullahMediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan hukum Ppsiti
Indonesia Cet. |, Semarang: Walisongo Press, 2009, him. 78.
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c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satualpityang
bersengketa;

d. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atpektingan lain
terhadap kesepakatan para pihak;

e. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses peargadi yang
berlangsung maupun hasilnya.

Syarat umum di atas sangat penting agar hasil siediapat
memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam PResearang
mediator adalah pihak yang bersifat netral danktideemihak, yang
berfungsi membantu para pihak dalam mencapai barbagnungkinan
penyelesaian sengketa (pasal 1 poin 6). Agar dapajalankan tugasnya
dengan baik, maka mediator adalah orang yang tilatth dan memiliki
sertifikat sebagai mediator.

Dalam melaksanakan profesinya, keberadaan medsdagat
penting dalam proses mediasi. la memiliki peranamialmenciptakan
kedamaian. Sesuai dengan definisinya bahwa medgatalah seorang
fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketdar® menjalankan
fungsinya sebagai mediator, ia memiliki tugas utayaéu®
a. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang salerpeola agar

mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagaigkal tolak

pemecahan masalah.

® Rachmadi Utsmarkilihan Penyelesaian Sengketa di Luar PengadilBandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2003, him. 90.
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b. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memapansiepsi
masing-masing.

c. Mempermudah para pihak saling memberikan informasi.

d. Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbekiepentingan dan
persepsi.

e. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengarasaasejuk dan
menjauhkan dari sikap emosi.

f. Mendorong para pihak dalam bernegosiasi dalam melkanp

perdamaian dengan hasaiin-win solution

Howard Raiffa sebagaimana dikutip oleh Rachmadimats
melihat bahwa peran mediator sebagai sebuah gantiarr dari sisi peran
yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. f&sin terlemah apabila
mediator hanya menjalankan peran-peran sebag#ibéri
a. Penyelenggara pertemuan;

b. Pemimpin diskusi yang netral,

c. Pemelihara aturan-aturan perundingan agar perdelaiam proses
perundingan berlangsung secara beradab;

d. Pengendali emosi para pihak; dan

e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yangnkuiteampu atau
segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukahkhal berikut

dalam perundingan:

" Ibid., him. 95.
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a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan;

b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan [faa&;p

c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketanbsebuah
pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan whsekesaikan;

d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemeaalagalah; dan

e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagiigoilpemecahan
masalah.

Menurut Gary Goodpaster, mediator memiliki perasabeseperti
menganalisa dan mendiagnosis sengketa. Oleh kam@enamenurutnya
mediator memiliki peran penting, yaitu melakukaragmiosis konflik,
identifikasi masalah serta kepentingan-kepentindaitis, menyusun
agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikaesngajar para
pihak dalam proses dan ketrampilan bargaining, nasmobpara pihak
dalam mengumpulkan informasi penting, menyelesaikasalah dengan
beberapa pilihan, dan mendiagnosis sengketa sehimygmudahkan
dalamproblem solvind

Dengan demikian, maka seorang mediator tidak hémyandak
sebagai penengah belaka penyelenggara dan atampiemietapi ia juga
harus membantu para pihak untuk mendesain penigiesangketanya,
sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersambhaiMdegitu

besarnya peran mediator, maka pelatihan mediatgas@enting.

8 Gary Goodpastefp. Cit, him. 39.
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2. Konglliasi

Dalam terminologi Indonesia, konsiliasi diartikan saha
mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untakncapai
persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itugd?gan konsiliasi
sebagai salah satu lembaga APS hanya dijumpaiypating-undang APS
pasal 1 poin 10. kata konsiliasi berasal dari bahaggris “conciliation”
yang artinya tindakan mendamaikan.

Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelessengketa
diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketigey netral dan tidak
memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan olehaisgomediator
dengan konsiliator yang berbeda. Sungguhun dalakigk antara istilah
mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.

Konsiliasi bisa bersifat sukarela, tetapi juga adag bersifat
wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajdijalankan terlebih
dahulu (diwajibkan oleh undang-undang) sebelum grarkmisalnya
diajukan ke pengadilan. Di banyak negara, konsili@gjib misalnya
dalam bidang perselisihan perburuhan, percera@am|ain sebagainya.

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumusiaiu
kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan ugalan keluar
sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengarsiliash Proses
penyelesaian model ini mengacu pada pola penyatesaicara konsensus
yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif mawgecara pasif. Pihak

yang bersengketa harus menyatakan persetujuausits pihak ketiga
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tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatamn daémyelesaian

sengketd.

3. Negosias

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesarggksta, dimana
para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalarkaemelalui proses
musyawarah, perundingan atau “urung rembug”’. Proses tidak
melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atauilmygk berinisiatif
sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pikdibat secara
langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun damikketika
konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingght snelakukan
negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditkempialui alternatif
lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitatandnediator dapat berperan
untuk memperlancar proses negosiasi yang sudaimdartdiantara para
pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negoadsdah suatu proses
struktur dimana para pihak yang bersengketa beebisasama mereka
mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam eangkencapai
persetujuan atau kesepakatan bersama.

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka ketlampi
komunikasi dan wawasan para pihak sangat menenttd&anama dalam
menyampaikan kepentingan pihak lain. Komunikasigydraik adalah

komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasfapi lebih bersifat

® Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadil@et. I, Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2010, him. 11.
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asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunyaase bijaksana, dan
tepat sasaran, sehingga menguntungkan dirinya deango lain.

Sebaliknya, orang agresif cenderung berbicara ltibde sehingga
merugikan pihak lain, sementara orang pasif cemgdertidak bicara
sehingga merugikan diri sendiri.

Seseorang memerlukan proses pembelajaran panjamgadine
negosiator, mengingat manusia pada dasarnya tidakirdan untuk
menjadi negosiator. Negosiator memerlukan sejudahlian(skill) yang
akan membantunya menyelesaikan sengketa yang gih&ial tersebut
dapat berupa kemampuan komunikasi, kemampuan nangaja pihak
ke meja perundingan, dan berbagai kemampuan lainnya

Skill lain yang mesti dimiliki negosiator adalah terbudan peka
terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapajadiependengar yang
baik, dapat berpikir jernih dalam mencari solusiedtif, mampu
menganalisis persoalan, dan bijaksana dalam menlgateputusan.
Kecakapan ini dapat diperoleh siapa saja asal latimeliri, sama halnya
dengarskill pemain sepak bola profesional menggiring bola dangasuk
gawang. la menjadi amat cakap karena latihan yamgsdmenerus.
Demikian pulaskills negosiasi dapat dipelajari, dilatih dan ditingleaitk

Proses pembelajaran dan latihan peningkskiélhnegosiator dapat
diperoleh melalui sejumlah training atau dapat sdijpmukan dalam
praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam keluang@upun dalam

masyarakat. Aktivitas sejumlah orang dalam duaklimgan ini acapkali
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melahirkan persengketaan dan pertentangan yang nhodare

penyelesaian melalui jalur negosiasi atau jalwrjdainnya. Sebagai
contoh, bayangkan dua anak yang bertikai tentaatuuersoalan, tetapi
mereka mampu mengatasi masalah itu tanpa melibaikamg tuanya.
meskipun demikian, kadang-kadang tidak jarang otaagerlibat dalam
menyelesakan masalah mereka dan memaksa anak akutukian saling
menerima satu sama lain. Pembelajaran anak dalamyetfesaikan

persoalan mereka sendiri merupakan praktik negoséa tingkat awal
yang baik. Sedangkan tindakan orang tua memakska @amak saling

menerima dan akur satu sama lain, mencerminkadakgtiampuan orang

tua menjalankan negosiasi secara baik.

. Fadlitas

Fasilitasi merupakan suatu ketrampilan dalam prpsegelesaian
sengketa (konflik), dimana fasilitator berusaha akekan komunikasi
dengan pihak yang bersengketa atau pihak yangdeegmndangan dalam
upaya membangun dialog untuk menjembatani perbea@aeka. Dalam
hal ini, pertemuan dan dialog tercipta karena hkgabaomunikasi,
persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelumudsés dan selama
dialog, sehingga para pihak mempercayai proses yditgwarkan
fasilitator. Karena itu fasilitasi merupakan instren yang akan membantu
proses dialog tersebut.

Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkanepakaman

bersama(memorandum of understanding)iantara para pihak yang
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berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk merickpaepakatan
(agreement) dalam mengakhiri persengketaan atadlikkondal itu
dimungkinkan karena proses fasilitasi, para pihacasm terbuka
mengemukakan pandangan dan mendengarkan tuntutak fgin. Oleh
karena itu, dalam melakukan fasilitasi, fasilitatituntut untuk memiliki
ketrampilan dan pemahaman yang menyeluruh terhkdagisi budaya
dan lingkungan para pihak.

Sejak awal sejarah manusia, fasilitasi telah barpéialam proses
pengelolaan atau penyelesaian konflik antar metetafik pertama umat
manusia adalah pertentangan antara Habil dan Qalniy pada awalnya
dicoba selesaikan melalui dialog yang difasilitlsibi Adam. Meskipun
dialog dan fasilitasi ini gagal menyelesaikan kibnfhereka, dan upaya
Nabi Adam sebagai fasilitator pertama dalam sejaranusia perlu
menjadi catatan.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengksiiitaa tidak
akan berguna jika para pihak tidak benar-benarusedalam upaya
penyelesaian sengketa atau konflik mereka separiya kasus habil dan
gabil. Disamping itu, kecakapan fasilitator juganga menentukan.
Fasilitator harus merupakan orang atau pihak yamgrain yang
memfasilitasi agar konflik dapat berakhir. Citaacidalam keberhasilan
suatu fasilitasi.

Sebagai orang atau lembaga yang berusaha menkalesai

sengketa dengan membangun ruang dialog antar pibag bertikali,
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fasilitator selayaknya mengetahui peran dan stragtentu yang mesti
diterapkan selama proses fasilitasi berlangsunggétehuan dan teknik
ini diperlukan dalam upaya menciptakan suatu konfdisilitasi yang
kondusif dimana para pihak saling menghargai, mamaghterbuka dan
bersedia menerima kritikan.

Beberapa sikap (peran) dan langkah konkret (st)ayagg mesti
dikuasai oleh fasilitator adaldfi:
Pertama tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitaigini Easilitator
berperan sebgaai pihak yang netral yang berusahgemieatani dan
membangun dialog antar para pihak. Penegasan siéag ini memiliki
arti penting untuk menghindari kecurigaan dan menépgaan bahwa
fasilitator juga memiliki kepentingan terhadap pelegaian sengketa atau
konflik tersebut. Sasaran fasilitator adalah mea&@n suasana yang
kondusif demi terwujudnya dialog yang terbuka, ,falan demokratis.
Oleh karena itu, fasilitator tidak berhak menginggisi materi dialog, ia
hanya bertanggungjawab atas berjalannya prosegydiahgan baik.
Keduag fasilitator hendaknya mampu membantu para pihakana
mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masingingas serta
menciptakan aturan dialog yang disepakati keduahbihak. Identifikasi
dan aturan dialog diperlukan agar proses dialogatdderjalan secara

terstruktur dan tidak melenceng jauh dari alur Wguen utamanya.

% Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasipdakarta: Sinar Grafika,
2004, him. 34.
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Ketiga fasilitator dapat menciptakan suasana yang mekiuken para
pihak untuk saling mendengarkan berbagai tuntusankeéinginan mereka.
Fasilitator juga harus memiliki strategi dan apisi jika emosi dan
kepentingan para pihak mengemuka saat dialog. Daletu dialog, para
pihak umumnya cenderung berusaha untuk memapar&esoglan dan
argumen masing-masing, dimana mereka seringkatiikagr emosional
dan tidak mau mendengarkan pihak lawan atau yangelberangan
dengannya. Untuk itu, fasilitator harus bersikap dalam mengupayakan
berlangsungnya proses dialog yang bermanfaat lzagi mihak, sehingga
mereka merasa didengar dan dihargai serta tidaldaanasi salah satu

pihak untuk kepentingan dirinya semata.

Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaiagkstndi luar

pengadilan, dimana para pihak yang bersengketaangkgt pihak ketiga
(arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. teelaan pihak ketiga
sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersaamapdra pihak yang
bersengketa. Persetujuan bersama menjadi pentigig apliter, karena
keberadaannya berkait erat dengan peran arbiteemdahemberikan
keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan damapeyang berbeda
dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pieélakyang

membantu penyelesaian sengketa di luar pengadildniter tidak hanya

menjembatani para pihak dalam proses negosiasgati@anpertemuan dan

mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tet@pimemiliki
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kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikpaotliisan akhir.
Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, memnba&gosiasi antara
para pihak dan mendorong mereka mencari kesepattataai'*

Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang dierifeh arbiter
mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusag gembil arbiter
bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperindgiroses peradilan,
tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan ydventgin dalam proses
arbitrase. Dalam proses ini para pihak tetap dugproleh arbiter
mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjatlisaagketa, dan
diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jglanyelesaiannya.
Peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai @enéing, ketika para
pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apagyaepat guna
menyelesaikan sengketa mereka. Disinilah arbitgauntlit memiliki
ketrampilan menemukan solusi akhir yang dapat mesgikan sengketa
para pihak.

Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semzdta
mengandalkan ketrampila¢skill) dalam menjembatani para pihak dan
memfasilitasi pertemuan arbitrasi, tetapi ia jugaus menguasai sejumlah
pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok sengKetrampilan
yang dimiliki arbiter memang terlihat jauh lebihréebila dibandingkan
dengan ketrampilan yang dimiliki seorang mediatarena serang arbiter

harus memberikan keputusan akhir. Dalam praktik jiroses mediasi

Y bid., him. 72.
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gagal, kecenderungan para pihak membawa sengketekan&e jalur

arbitrase. Hal ini menandakan bahwa arbitrase sebaggkat terakhir

dalam proses penyelesaian sengketa di luar peagadhrangkali inilah

yang menjadi dasar perumusan persyaratan yangdaeebdara seorang
arbiter dengan mediatdf.

Dalam Undang-undang Arbitrase pasal 12 ayat 1 tgyeaat
yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbit@rusth memenuhi
ketentuan berikut:

a. cakap melakukan tindakan hukum,

b. berumur paling rendah 35 tahun,

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sederhana ataansla sampai
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak gketan

d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepeatinlain atas
putusan arbitrase, dan

e. memiliki pengalaman serta menguasai secara akiifi@ignya paling
sedikit 15 tahurt®

Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam memhberika
keputusan dalam menyelesaikan sengketa di luarapdéag ditegaskan
dalam pasal 1 butir 7 UU No. 30 tahun 1999 tentangtrase dan
alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

“Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh pampihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negjau oleh

12 Gatot Soemartondirbitrase dan Mediasi di Indonesidakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2006, him. 126.
13 Khotibul Umam,Op.cit.him. 106-107
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lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengamagketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melahitm@se”.**
6. Adjudikas

Adjudikasi berbeda dengan mediasi dan arbitraseami pihak
ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat ataubeekan keputusan.
Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi selalga penyelesaian
sengketa harus mengajukan bukti dan argumentdsdap tuntutan dan
keinginan masing-masing mereka. Pihak ketiga (akkmolr) dapat juga
memberikan argumentasi dan pandangannya dalam mskant sengketa
para pihak. Posisi pihak ketiga dalam adjudikasbéda dengan posisi
pihak ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga mediashyha dapat
menyarankan opsi guna dipertimbangkan dalam metkanusuatu solusi.
Pertimbangan dan rekomendasi mediator tidak dapemgikat phak
manapun. Sedangkan dalam adjudikasi, pandaadpmlikator mengikat
para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam adjudikasi, pembuat keputusan adalah pihaigeke/ang
tidak berhadapan secara langsung dengan para pérak bersengketa
(disputans) Pihak ketiga, bisa berupa seorang individu atejunslah
orang yang menangani dan memiliki otoritas untukaimekan keputusan
yang dapat menyelesaikan sengketa dari para gtegdutusan yang berisi
kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnyganiekewenangan

adjudikator dan posisi para pihak hanyalah sehagaiohon keputusan.

1 Khotibul Umam,Op.cit.him. 102.
!5 Syahrizal AbasMedisai Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Atatkum
Nasional Kencana Prenada Media Group, Jakarta 20091m8.
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Dalam merumuskan keputusannya, adjudikator harusnpua
menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi g yasiapat
meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan ydibgat oleh
adjudikator. Argumentasi adjudikator harus mamprasdikan adil oleh
para pihak yang bersengketa, sehingga mereka oegperimanya®

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adafejapgn fakta
dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudikatehingga mampu
mempengaruhinya dalam pembuatan keputusan. Oledn&atu, tidak
heran kalau salah satu pihak kadang-kadang berpdtamargumentasinya
dihadapan adjudikator, demi untuk mengurangi parggpihak lain
terhadap adjudikator. Dalam posisi ini, adjudikab@arus berpikir kritis
dan berusaha untuk melepaskan diri dari pengarum deaminasi
argumentasi salah satu pihak yang bersengketa. dikdfior dapat
membujuk para pihak untuk melihat kembali faktapgisiran, penerapan
aturan dan norma yang diajukan oleh masing-masiigkp Secara
otoritatif, adjudikator dapat mengabaikan sebagian argumentasi yang
diajukan oleh masing-masing pihak.

Keberadaan adjudikator dalam penyelesaian senghkdésarkan
pada legitimasi dan otoritas baik berupa otoritasiad, politik maupun
autokratik. Pemenang otoritas ini cenderung diagans memiliki
kemampuan menyelesaikan sengketa, mampu mengaksiketa

kepentingan berbagai pihak, dan memiliki pola mitser politik yang

% Ibid., him. 18
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netral. Pada akhirnya, adjudikator adalah orang gyamampu
menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuigikan para pihak
yang bersengketa, tetapi jauh lebih luas berdankealada kepentingan
agama, moral, dan kultural yang ada dalam suatwhaas masyarakat.
Otoritas yang dimiliki adjudikator juga ikut memmgamuhi para
pihak dalam melaksanakan isi keputusan yang digaatrBahkan
masyarakat pun dapat memberikan “tekanan” kepadwakpiyang

bersengketa untuk mewujudkan isi dari suatu kepntasljudikator’

B. Upaya Damai dalam Hukum Islam
1. Pengertian Hakam

Dalam studi hukum Islam (figh), istilah upaya daryang disebut
dengan “mediasi” kurang begitu masyhur. Mediasigydiartikan dengan
penyelesaian melalui jalur damai atau non litigdshgan melibatkan
pihak ketiga sejajar dengan cara penyelesaian kagigag yang
melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan istiltkam. Hakam
menurut kamus adalah arbiter (juru pisah atau W¥sitlakam juga
diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikioieh kedua belah pihak
suami istri apabila terjadi perselisihan antaraukeeya, tanpa diketahui
keadaan siapa yang benar dan siapa yang salalardidetdua suami istri

tersebut.

Y Ibid., him. 19-21
8 Hans WehtA Dictionary of Modern Written Arabjd_ondon: Mac Donald dan Evans
Ltd., 1980, Cet. lll, him. 196 .
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Meskipun istilah ini sering disebut dalam kitabhfiqmamun kajian
tentang hakam atau mediator kurang dieskplore aedatail. Hal ini
ditandai dengan (a) tidak banyaknya kajian hukulaiisdi dalam kitab-
kitab figih yang menyentuh persoalan-persoalan asedidan (b)
lemahnya tingkat sosialisasi serta aplikasi persgede kehidupan
masyarakat muslim dengan menggunakan hakam.

Hakam atau mediator hanya dijumpai dalam bab muraka
(perkawinan) tentangyigaq dimana hakam menjadi sangat penting ketika
terjadi konflik antara suami dan istri. Dalam kd#eini dibutuhkan
hakamain, yakni dua orang yang diutus dari pihakrsudan istri yang
memiliki tugas sebabagi fasilitator dalam menyelesa masalah yang

dihadapi oleh mereka.

. Dasar Hukum Hakam

Dalam Al-Qur’an istilah hakam dimuat sebanyak tlgdi pada
surat yang berbeda, yakni surat al-An’am ayat Sidat al-Mu’'min ayat
48 dan surat al-Nisa’ ayat 35. Pada surat al-Anégyait 114 katdnakam
yang dimaksud adalah hakingadli (seorang yang memutus perkara).
Hakam pada surat al-Mukmin ayat 48 mempunyai peiagemenetapkan,
yakni Allah telah menetapkan/ mentaqdirkan keputissgputusan hamba-
Nya. Sedang pada surat al-Nisa’ ayat 35, hakam gamgksud dalam
surat tersebut adalah juru damai atau mediatorniya&seorang yang
profesional dan mau dalam mendamaikan antara cung @tau kelompok.

Dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 35 disebutkahvea:
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(35 :;L.M;J\) f e 087l & W A B vy
Artinya:  “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari kelualga-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuara kkdua
orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikamcapss

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Seguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengefial®

Melihat ayat di atas, maka dapat diketahui bahwasew
penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam d@mai) sebagai
penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran darnhadisini sangat
urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yangemhgketa. Jadi,
disini komunikasi merupakan hal penting dalam pérsgan sengketa.
Komunikasi secara langsung antara para pihak akaih Iproduktif
menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikuatkan fol@an Allah dalam

QS. Al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

e iz Ex O0 w1l bm\ GB e 0EEL b3
Wds 1albl Bl 26 4l Adled & g5 bs o2V

2, 0B " 3
-

2o 352 00300 G) 498 cndth E4 A &) 1l Q3L
(L10-9 1 bty Syeh 2SI ally 1,255 sl G

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari merekangaberiman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduangpl
kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yaan,
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu peraampai
surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telahrut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, damdaklah

him. 66.

19 Departemen Agamail-Qur'an dan TerjemahnyaBandung: CV Diponegoro, 2003,
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kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintaingrarang
yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesuriggwa
bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah Mmgan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhaddphAlsupaya
kamu mendapat rahmat®

Bentuk upaya damai selain mediasi di atas, jugagoemakan
rekonsiliasi sebagai upaya damai efektif penyedesaengketa. Sebab
rekonsiliasi merupakan jalan terbaik penyelesaianflik diantara para
pihak. Secara normatif, hal yang searah denganaupagebut eksplisit

masuk dalam rumusan al-Qur’an surat al-Nisa’ agdt 1

<

A i o 5 S o ey AN A e 8 Y
e 1 4 O3l ol 3Uope 3Gl B olads a3
114 L.y

w\ A\

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bistasikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruhafmsia)
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadak
perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa ybegbuat
demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka ketakni
memberi kepadanya pahala yang besdr.”

Kandungan ayat di atas merupakan lanjutan ayatwsehga yang
mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lefmigan yang
disebut dengan istilahusyuz Nusyuz adalah konflik yang berawal dan
terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami @ti. Mekanisme
penyelesaian konflik dalam kasus nusyuz di aturardalal-Quran

sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa’ ayatb@8Wwa suami

hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai saperti memberikan

2 |pid him. 412
2L |bid him. 77.
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peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempir t(hijr), atau
memukul istri. Mahmud Syaltut dalam tafsirnya ne¢éegkan bahwa tiga
tahapan bimbingan kepada istri disesuaikan deregas kewanitaannya.
Menurut Imam Syafi’i tentang asal hakamain:
“Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehkrNga
tentang kehawatiran persengketaan, yang mana ap&bdua
suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhnyatuk)
mengutus seorang hakam (juru damai) dari pihakl#ki(suami)
dan seorang hakan (juru damai) dari pihak peremfigti.”*
Sedangkan Menurut pendapat ulama’ ahli figh jikajate
persengketaan antara keduanya, suami-istri, makdakiah penguasa
setempat menyerahkan persoalannya kepada seonagguyar dan dapat
dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegmig salah dan
dzalim diantar keduanya agar tidak meneruskan &esanl dan
kedzalimannya itu. Tetapi jika persengketaan itdabuberkepanjangan
dan sudah menjadi makin gawat maka hendaklah @erkardiserahkan
kepada suatu team juri yang terdiri dari seoramgicayaan fihak suami
dan seorang kepercayaan fihak istri. Team juri agp@mdamai ini
mempelajari persoalan sengketa secara seksama damtuskan apa

yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak, Ipeadaan berkumpul

kembali atau berpisah dan bercérai.

“2Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'Al-Um, Jilid 5, Darul Kutub All-
IImiyah, Bairut Libanon, 204 H, him. 286 .

3 Salim Bahreisy Dan Said Bahreigierjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsjelilid 11, Bina
IImu, Suarabaya 1984, him. 392
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3. Syarat Hakam

Syarat-syarat menjadi hakam menurut jumhur ulanadahdorang
muslim, adil, di kenal istigamah, keshalihan prib@dn kematangan
berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Kemutmereka berkisar
pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara merekdua.
Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keputusan dueengeh ini
mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubunganna¢misahkan
mereka’*

Seorang hakam atau mediator harus memegang kddelam
menjalankan tugasnya, salah satu kode etik mededafah menjaga

kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik phek. KataAhlun

pada potongan ayat 35 surat Al-Nigghs! o LSy dal 0 L)

Diartikan dengan Khabir (ahli dalam bidangnya atau
professional).Disamping itu kode etik yang harus dipegang olekahg
bahwa hakam bertugas untuk menyelesaikan masalkan lustru dengan
hadirnya hakam akan semakin menambah rumitnya gdarscKarenanya
hakam harus mampu menjadi fasilitator yang arif dgak agar konflik
yang diselesaikannya menghasilkan kesepakatan dafvan-Win

Solution)®

#http://abdurrozaq.com/index.php?option=com_conteie&=article&id=72:pemberda
yaan-hakamain&catid=27:data-fikih&ltemid=41 diaks$asggal 2 juni 2010

% Muhammad Syaifullahylediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pb$li
Indonesia Cet |, Semarang Walisongo Press 2009 him. 19
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Menurut Syihabudin Al-Lusi (1217-1270 H.), bahwasgn
hubungan kekerabatan (untuk menunjuk hakam) tidakupakan syarat
sah untuk menjadi hakam dalam kasus syiqoq (peits&h, percekcokan,
permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedualpdialk suami dan
istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokokutikannya hakam
adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut tumangga yang
dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapatpai sekalipun bukan
dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahveanitih hakam harus

sungguh-sungguh dari kalangan profesional dardahiibidang mediasf

% Ensiklopedi Hukum Islam, Bakarta: PT Ichhtiyar Baru Van Hoeve, 1999 HI#08.



